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Ringkasan

Ilegal fishing sudah menjadi fenomena yang tak luput dari pengamatan
pemerintah.Jangan heran banyak kasus-kasus penagkapan ikan secara illegal tanpa izin dengan
mengguanakan bom yang menyebabkan rusaknya ekosistem laut. Salah satu program pemerintah
untuk pencegahan penangkapan ikan secara illegal yakni dengan melakukan pengembangan
sumberdaya perikanan, melalui perikanan tangkap di Desa Dudewulo Kabupaten Pohuwato.
Adapun kendala yang dihadapi (1) kurangnya kesadaran hukum dari masyrakat dalam
mengembangkan potensi sumber daya ikan di Kabupaten Pohuwato. (2) kurangnya
sosialisasi/penyuluhan hukum dari pemerintah terkait upaya pencegahan penangkapan ikan
secara illegal. Oleh karena itu Lembaga penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini melaksanakan
program pengabdian masyarakat yang dikemas dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama
sama dengan Mahasiswa UNG dan Masyarakat untuk mewujudkan upaya pencegahan

pengkapan ikan secara illegal melalui program kontrol PISI. .

Keyword : Potensi Ekonomi, Perikanan Tangkap, Ilegal Fishing.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Sumberdaya perikanan di Desa Dudewulo Kabupaten Pohuwato meliputi
perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Salah satu potensi sumberdaya perikanan
yang belum banyak dimanfaatkan adalah sumberdaya perikanan tangkap. Kabupaten
Pohuwato yang termasuk pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Laut Sulawesi
sampai Samudera Pasifik diperkirakan mempunyai potensi perikanan tangkap sebesar
590.970 ton yang terdiri dari ikan pelagis besar 175.260 ton, ikan pelagis kecil 384.750
ton, dan jenis ikan lainnya sebesar 30.960 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pohuwato, 2010). Potensi perikanan tangkap di perairan Kabupaten Pohuwato saat ini,
belum diketahui berapa besar potensi per jenis ikan, terutama untuk jenis ikan yang
dominan tertangkap di perairan tersebut. Pentingnya mengetahui potensi sumberdaya
ikan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan terhadap sumberdaya ikan oleh nelayan,
swasta dan pemerintah sebagai upaya peningkatan potensi ekonomi masyarakat di
Kabupaten Pohuwato.

Pengelolaan sumberdaya ikan di Kabupaten Pohuwato masih dilakukan oleh
pemerintah melalui kebijakan yang dikelola secara kelompok dgn bantuan perahu
bermesin dan alat tangkap ikan purse sein,meskipun hasilnya belum sesuai dengan apa
yang diharapkan, karena diakibatkan masih sering ditemukan pencurian ikan (Ilegal
Fishing) di Kabupaten Pohuwato.

Ilegal Fishing yang terjadi di kabupaten Pohuwato ini menyebabkan para
pemerintah khususnya para nelayan kesulitan untuk melakukan penangkapan ikan. Hal
dianggap merugikan, karena selain penangkapan yang dilakukan secara illegal, pelaku
juga menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang akibatnya dapat merusak ekosistem
laut, sehingga masyarakat yang potensi ekonominya bergantung dikehidupan laut, harus
kena imbasnya. Ironisnya pelaku penangkapan ikan secara illegal ini justru dilakukan

oleh masyarakat sekitar yang ada di kabupaten Pohuwato.



Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang illegal yaitu
penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah “bom ikan” pada prinsipnya
merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 84 danPasal 85 Undang-
Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Akibat dari tindakan pemboman ikan juga
dapat merusak kehidupan ekosistem laut sehingga menghambat upaya konservasi dan
perlindungan lingkungan laut termasuk perlindungan perikanan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 dalam Pasal 76 (a) menerangkan bahwa: “ Benda dan/atau alat
yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat
dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan
negeri”.

Hal ini justru menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas, karena aksi
para pelaku tersebut dapat menimbulkan kerugian seperti terjadinya kerusakan
keseimbangan ekosistem air, hilangnya sumber makanan dan tempat tinggal bagi ikan,
rusaknya terumbuh karang dan jangka panjangnya, justru menjadikan kawasan akan
kehilangan sumber ikan karena tidak ada lagi regenerasi kehidupan ikan. Tindakan para
pelaku bisa dijerat dengan UU Perikanan pasal 84 (1) UU 45 Tahun 2009 perubahan atas
UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukum enam tahun penjara
denda Rp.1,2 Miliar.

. Tujuan
Adapun tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan
potensi ekonomi masyarakat melalui perikanan tangkap sebagai upaya pencegahan illegal

fishing di Desa Dudewulo kabupaten Pohuwato.

. ManfaatPelaksanaan Program

Adapun manfaat pelaksanaan program ini adalah sebagai bahan masukan bagi
masyarakat dan Pemerintah khususnya,terkait dalam upaya pencegahan penangkapan
ikan secara illegal melalui program Perikanan Tangkap di Desa Dudewulo Kabupaten

Pohuwato.



BAB 11

Target danLuaran

a) Target

Adapun target yang ingin dicapai dalam program ini adalah Peningkatan Potensi
Ekonomi Masyarakat melalui Perikanan tangkap di Desa Dudewulo Kabupaten
Pohuwato.

Meningkatkan pengetahuan serta partrisipasi masyarakat dalam melakukan
pencegahan penangkapan ikan secara illegal di Desa Dudewulo Kabupaten

Pohuwato.

b) Luaran

Meningkatkan Kualitas Pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang
berhubungan dengan budidaya Perikanan Tangkap sebagai upaya pencegahan
penangkapan ikan secara illegal.

Memberikan Pemahaman Kepada Mahasiswa serta masyarakat sekaligus Aparat
Desa atas masalah-masalah yang ditimbulkan terkait penangkapan ikan secara
illegal agar tidak terjadi pengrusakan ekosisten dan biota laut yang ada.

Menghasilkan Jurnal Pengabdian Masyarakat.



BAB III
METODE PELAKSANAAN

a. Persiapan dan Pembekalan

e Mekanisme persiapan kegiatan
Melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat yaitu: Pemerintah Daerah
Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Desa Dudewulo di Kabupaten Pohuwato
sebagai lokasi pelaksanaan KKN Tematik.

e Survey Lokasi
Melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum tentang upaya pencegahan penangkapan
ikan secara ilegal terhadap masyarakat setempat khususnya para nelayan dalam hal
program-program yang akan dilakukan sekaligus memberikan pembekalan kepada
mahasiswa peserta KKN Tematik.

» Mekanisme pengantaran mahasiswa ke lokasi KKN dan penarikan mahasiswa dari
lokasi KKN

» Mekanisme melakukan monitoring dan evaluasi.
Materi persiapan dan pembekalan

Materi yang diberikan akan dilengkapi dengan teknik penyampaian ke masyarakat yang
langsung akan diberikan oleh nara sumber yang berkompoten dibidangnya, yakni: Dosen
di Lingkungan UNG dan praktisi di bidang perikanan di kabupaten Pohuwato. Jadwal
kegiatan mahasiswa serta teknis dilapangan termasuk akomodasi akan disampaikan oleh

team dalam pembekalan sebelum di lapangan.
Pembekalan bagi mahasiswa

Team melakukan review materi yang akan diberikan pada mahsiswa pada saat

pembekalan dengan tema sebagai berikut:
“Pengembangan Potensi Desa di Tengah Pandemi Covid-19"

“Pengembangan Potensi Masyarakat Melalui Perikanan Tangkap sebagai Upaya
Pencegahan Ilegal Fishing Di Kabupaten Pohuwato”



Meningkatkan Potensi Ekonomi masyarakat melalui perikanan tangkap dari Minggu

terakhir Agustus 2020 sampai minggu kedua Oktober 2020.

. Uraian Program KKN Kemaritiman

e Pelepasan mahasiswa KKN dilakukan oleh Kampus itu sendiri yakni UNG, pada saat
itu juga team langsung mendampingi Mahasiswa KKN ke lokasi sekaligus penyerahan
oleh Team ke pemerintah setempat.

e Team memberikan pengarahan terkait persoalan-persoalan yang ada hubungannya
dengan Program KKN sekaligus pendampingan bagi mahasiswa.

e Team melakukan Pendampingan pembelajaran terhadap masyarakat yang didampingi
oleh mahasiswa program KKN yang sudah dilatih terlebih dahulu terkait dengan
pengelolaan sampah .Metode yang digunakan adalah diskusi dan sosialisasi dengan

melibatkan nara sumber yang berkompoten di bidangnya.

Rencana Aksi Program

Langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program pengabdian ini adalah
penyuluhan/sosialiasi hukum tentang Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan
Pencegahan Ilegal Fishing di Desa Dudewulo Kabupaten Pohuwato.

Mengidentifikasi jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh dosen pembimbing
lapangan, mahasiswa peserta KKN serta masyarakat setempat. Kegiatan ini didahului
dengan memilih jenis alat tangkap ikan yang gunakan oleh nelayan dalam menangkap
ikan di laut. Metode yang digunakan adalah melakukan penelusuran langsung di
lapangan, diskusi dan pelatihan.

Penyuluhan/sosialisasi tentang penggunaan alat tangkap ikan. Kegiatan ini dilakukan
dalam bentuk seminar sekaligus kunjungan lapangan yaitu demonstrasi dan praktek.
Dalam kegiatan ini disiapkan brosur yang berisi tentang jenis alat tangkap ikan dan cara
penggunaanya yang bisa digunakan oleh masyarakat khususnya nelayan dalam aktifitas

melaut.



BAB IV
PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan KKN-Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo
Tahun 2020 dengan sasaran program masyarakat Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat
Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo telah merealisasikan 100% program dari keseluruhan
program yang direncanakan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi program utama dan

program tambahan dengan uraian sebagai berikut:
4.1. Kegiatan Utama

a. Sosialisasi Controling Ilegal Fishing

SOSIALISASI

Tema:
Controling llegal Fishing Sebagai Upaya Peningkatan pemberdayaan Masyarakat
Di Desa Dudewulo

DUDEWULO,
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Gambar 1. Pelaksanaan Program Kegiatan Utama



b. Penandatangan SK Struktur Organisasi Controling Ilegal Fishing

Gambar 2. Penyerahan SK Struktur Organisasi Controling Ilegal Fishing Bersama Aparat Desa
dan Masyarakat Nelayan Desa Dudewulo
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Gambar 3. Pembuatan Struktur Organisasi Controling Ilegal Fishing Desa Dudewulo

4.2. Kegiatan Tambahan

Pelaksanaan kegiatan program tambahan oleh mahasiswa peserta KKN Pengabdian
Masyarakat 2020, di mulai dari mengidentifikasi, mengorganisir dan merealisasikan program
bersama dengan Pemerintah Desa Dudewulo, Karang taruna dan masyarakat Desa Dudewulo
Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, program tambahan ini dilaksanakan
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan waktu dan biaya

oleh mahasiswa. Adapun kegiatan program tambahan sebagai berikut:



a. Renovasi Batas Dusun Desa Dudewulo




4. Pengecetan Kembali Batas Dusun Desa Dudewulo

b. Perlombaan Sepak Bola

MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER,
YANG DIRANGKAIKAN DENGAN KEGIATAN OLAHRAGA

DUDEWULO CUP

TEMA:

“Mentbay i Jis Madenalume dan TlbSldmals
Mgyt Dos el

KKN TEMATIK UNG 2020
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PENDAFTARAMN: Rp.100.000/TIMM
TOTAL HADIAH
Rp. 2.000.000 + PIALA + SERTIFIKAT

DAFTARAN: Rp.50.000/TIM
TOTAL HADIAH
Rp. 1.000.000 + PIALA + SERTIFIKAT

PEMN

TECHNICAL MEETING

JUM'AT, 2 OKTOBER 2020
15 .30 WITA SDSSELESAIL (WVOLLY BALL PUTRI)
19.30 WITA SD/SELESAI (SEPAK BOLA MINI)

POSKO MAHASISWA KKN DUDEWULO




MEMPERNGATI HARI KESAKTIAN PANCASILAT 'OKTOBER,
YANG DIRANCKAIKAN DENGAN KEGIATAN DLAHRAGA

DUDEWULO cup

Gambar 5 . Perlombaan Sepak Bola Dudewulo Cup



c. Kerja Bakti

Gambar 6. Kerja Bakti Mahasiswa KKN Tematik bersama warga masyarakat desa Dudewulo



BAB V
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah melaksanakan kegiatan KKN Pengabdian Tahun 2020 di Desa Dudewulo Kecamatan
Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, maka rencana tahapan berikutnya adalah membuat
rancangan peraturan desa tentang controlling illegal fishing agar kedepannya struktur organisasi
yang telah dibuat dapat menjadi acuan dalam hal menyelesaikan kasus pencurian ikan (illegal
fishing) di desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato guna untuk
peningkatan potensi ekonomi masyarakat



6.1.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian di Desa

Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan 2 kegiatan

program utama dan 3 kegiatan program tambahan antara lain:

1.

6.2.

Kegiatan program utama adalah melakukan sosialisasi tentang controlling illegal fishing
Desa Dudewulo,

Pembentukan Struktur Organisasi Pengurus Controling Ilegal Fishing di Desa Dudewulo
sebagai Kegiatan Utama

Kegiatan tambahan berupa renovasi batas dusun desa dudewulo

Turnamen Sepak Bola Dudewulo Cup bekerja sama dengan karang taruna dan
masyarakat desa Dudewulo, dan

Kerja Bakti Mahasiswa bersama masyarakat desa Dudewulo yang merupakan kegiatan
tambahan terakhir oleh Mahasiswa KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo.

Saran

Demi adanya keberlanjutan program yang akan dilakukan, maka direkomendasikan yaitu:

1.

Pemerintah Desa Dudewulo ikut serta memantau dan senantiasa dapat bekerja sama
membantu Pengurus Controling Ilegal Fishing agar kasus pencurian ikan di desa
dudewulo dapat teratasi.

Dinas Perikanan Kabupaten pohuwato seyogyanya dapat memfasilitasi masyarakat
dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pencurian ikan di desa dudewulo dengan
terus melakukan evalausi terhadap program controlling illegal fishing yang ada di desa

Dudewulo.
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Lampiran 1. Peta Lokasi KKN Tematik Desa Dudewulo
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PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN POPAYATO BARAT
DESA DUDEWULO

Jin. Trans Sulawesi No 053 Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato

SURAT KESEDIAAN KEMITRAAN
Nomor : 140 /DD - 1984 71X /2020

Judul - Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Melalui Penkanan
Tangkap Sebagai Upaya Pencegahan llegal Fishing di Desa Dudewulo

Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato

Lokasi : Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat Kab Pohuwato Prov. Gorontalo
Perguruan Tingg . Umiversitas Negen Gorontalo
Pelaksana - 1. Yusni Pakaya, S.Pd. M. Pd

2. Nopiana Mozin, SH. M H

Peserta : 30 Mahasiswa

Keterangan . Bersedia Menerima KKS Pengabdian Dan Universitas Negen
Gorontalo Untuk Melaksanakan KKN Tematik di Desa Dudewulo
Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Selama 45
(Empat Puluh Lima Hari)

Demikian surat i1 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Dudewulo
Pada Tanggal : 04 September 2020

-

 SULPAN PAKAYA



KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUDEWULO
NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS CONTROLING ILEGAL FISHING
DESA DUDEWULO KECAMATAN POPAYATO BARAT

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2020

KEPALA DESA DUDEWULO

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengawasan llgeal Fishing

A 8

Yang Terjadi Di Masyarakat Nelayan Dan Sosialisasi
Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Melalui
Perikanan Tangkap Sebagai Upaya Pencegahan llegal Fishing
Yang Dilaksanakan Oleh Dosen Pembimbing Dan Mahasisiwa
Universitas Negeri Gorontalo Di Desa Dudewulo Kecamatan

Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a diatas, maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala
Desa Dudewulo Tengang Pengurus Controling Ilegal Fishing
Desa Dudewulo Tahun 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4493);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);

- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
Tengtang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikakanan.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421):

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah

diubah menjadi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 47

tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun

2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

11.Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014

Tentang Pedoman Peraturan Desa

12.Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan

14. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2011 Tentang

Tupoksi Dinas Perikanan Pohuwato.



Menetapkan

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN

Menetapkan Bapak SULPAN PAKAYA Sebagai Penanggung
Jawab Pengurus Controling llegal Fishing dan Pengurus
( Terlampir ) Di Desa Dudewulo Tahun 2020.

Keputusan ini diberikan kepada Penanggung Jawab untuk
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Dudewulo
pada tanggal, 18 September 2020

DUDEWULO
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Lampire Surat Keputusan Kepala Desa Dudewulo Kecamatan Popayato

7 Barat Kabupaten Pohuwato
Nomor 37 Tahun 2020

'Q SUSUNAN PENGURUS CONTROLING ILEGAL FISHING
DESA DUDEWULO KECAMATAN POPAYATO BARAT KABUPATEN POHUWATO

PENANGGUNG JAWAB :
KEPALA DESA DUDEWULO ( SULPAN PAKAYA )

ANGGOTA PENGURUS :

Sekretaris Desa ( NAZIM NASIKI )

- Kaur Tata Usaha Dan Umum ( MUTAMASIKIN DARMAN)

- Kaur Kesejahteraan ( NUR ANGGUN AKASE )

- Kaur Perencanaan ( ZIDAN BULUDAWA )
Ketua LPM ( ALFIAN LAMADUPA )

- Masyarakat Nelayan ( SUMARNI HUSAIN )

- Masyarakat Nelayan ( EDI NANGGO )

- Masyarakat Nelayan ( BACO AZIS )

- Masyarakat Nelayan ( RUSNI SAHAKA )

- Masyarakat Nelayan ( RIA SAHAKA )

- Masyarakat Nelayan ( LILIS TANJUNG )

- Masyarakat Nelayan ( ISHAK SEGE )

- Masyarakat Nelayan ( MAMANG PASANDRE )

- Masyarakat Nelayan ( SUMITRA SEGE )

Ditetapkan di : Dudewulo
Tanggal : 18 September 2020
EWULO

“SULPAN PAKAYA
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Ao ldentitas Ketua Peneliti

Nama

Jabatan Fungsional

Jabatan Struktural
NIP
NIDN

Tempat Tanggal Lahir

Alamat Rumah

No., Telopn/Fax/HP
Alamat Kantor

No. Telopn/Fax/HP
Alamat E-mail

B. Riwavat Pendidikan

BIODATA PENELITI

: Yusni Pakayva, S.Pd, M.Pd

: Lektor Kepala

: Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

: 197310052003122002

: 0005107304

: Gorontalo, 05 Oktober 1973

: Jalan Jenderal Sudirman Ne. 7 Kelurahan Wumialo

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

: 082349685815

: Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Wumialo
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

SI §2 53
| Nama Perguruan tinggi | STKIP Gorontalo Universitas sebelas
! Maret Surakarta
| Bidang Ilmu Pendidikan Sejarah Pendidikan Sejarah
Tahun Lulus 1996 2007

Judul Skripsi, Tesis,
Disertasi

Relevansi antara
Keprofesionalan Guru
Dan Tugas mengajar
Pada Mata Pelajaran
Sejarah (Studi Kasus di
SMA Negeri Kota
Gorontalo

Pembimbing/Promotor

1. Drs. BJ. Mahdang

2. Dr. Suyatno
Kartodirdjo

3. Dra, Sutiah, M.Pd,
M.Hum

CI

Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir ( bukan skripsi, tesis)

an

Tahun |

Judul Penelitian




.

| Pendanaan

| Sumber Jumlah
- Fembauran Etnis Gorontalo
1 | 2006 Rp 25.000,000
- | Dan Cina Pada PNBP
| I ! Scktor Ekonomi Dalam
| | | Persfektif Sejarah
|
| | ’ Di Kota Goorontalo
| |
| :
' |
Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Pengabdian |
Pendanaan
. Sumber Jumlah
[1 2016 Asesor dalam
pelaksanaan
Akreditasi
Sekolah™adrasah
pada jenjang
SMP/MTs
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal
I | Growing mationalism : A TISSU 12020 The International
Mubammadiyah Political Movemnt Journa Of
In Indonesia In The 20" Century Multiculura And
Multi Religious
Understanding (
IJMMU)
2 | Penggunaan Bahan Ajar Sejarah Volume 1. No 1. 2019 | Jambura History
Organisasi Mubammadiyah And Culture




Sebagai sarana Pembelajaran | Journal (JHCJ)
Sejarah Lokal Pada Siswa SMA | J

F. Pengalaman Penyampaian makalah secara oral pada pertemuan/Seminar Hmiah Dalam 3
Tahun Terakhir

1 No Nama Pertemuan Judul/Artikel llmiah | Waktu dan Tempat
Seminar

G. Penghargaan yang pernah diraih dalam 5 Tabun Terakhir

i No " Judul Penghargaan | Karya Wakiu dan Tempat

—

H. Pengalaman Penulisan buku Dalam 5 Tahun Terakhir

| No Judul Buku Tahun Jumlah Penerbit

’_______ Halaman

. Pengalaman Pemerolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir
| No Judul | Tahun Jenis No P/ID

Tema/HK]

|
‘ N/A
| i

Semua data vyang dicantumkan dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggunggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari temmyata dijumpai
ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata
ini dibuat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu persyaraian dalam pengajuan
penelitian kolaborasi dosen, mahasiswa dan pihak ekstemal.

Gorontalo, 18 Agustus 2020
Yang Menyatakan

Yusni Pakaya, 8.Pd, M.Pd
NIP. 197310052003122002



Identitas Anggota Peneliti

A Identitas Din
1. Nama Lengkap (dengan gelar)  Nopiana Mozin, SH.MH
3. Jenis Kelamin _ Perempuan
3. Jabatan Fungsional _ DosenAsissen Al
1. NIPNIK\dentitas lainnya 199010042019032023 e e
5. NIDN 0004109003 ——
6. tmpmmmwmm . Limboto, 04 Oktober 1990
7. E-mail mg:gmmgzm E-tmg!ue id = 9
8. Nomor Telepon/HP 0852-4064-6804 = = R
9. Alamat Kantor Kampus DAMHIL Ji. Jend. Sudirman No.§
__ Gorontalo
10. Nomor Telepon/Faks 0435825125 L]
12. Mata Kuligh yg Diampu ata Ku ] I = =
*  Hukum Pidana
*  Hukum Acam Pidana
* Sosiologi Hukum
* Filsafat Hukum
* Pendidikan Pancasila
* Pendidikan K
*  Hukum Internasional
* Pengantar Hukum Indonesia
_wiom *_Pengantar llmu Hukum e
= LG | S e = TR Smeelo
Nama Perguruan Universitas Brawijaya Universitas Muslim Indonesia
Tinggi _ Malang _ Makassar
Bidang llmu [mu Hukum (Hukum lmu Hukum (Hukum Pidana)
Hidat). L —— & ==
Tahun Masuk-Lulus  2005-2007 20132015
1.

Pengalaman Penelitian Dalam 3 Tahun Terakhir

No

Tahun

2007

Judul Penelitian

Pendanaan

.

Sumber* | Jml (Juta Rp)

Pemidanaan Sebagai Salah Satu Sarana
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Korupsi

Rp. 0




2 2015 fungsi penyidik kepolisian SokumS3si - Rp. 0
SokumSsia dalam penggunaan
kewenangan diskresi pada suatu tindak
pidana ringan di gorontalo

3, 2019 perlindungan Sokum terhadap anak

| selaku korban tindak pidana

| ‘ penganiayaan di gorontalo

|4 | 2019 | tinjavan Sokum terhadap anak sebagai | - Rp.0
| pelaku tinak pidana pencurian i
| | gorontalo

3 | 2019 Peran Dinas Sosial Dalam | PNBP UNG
|| Menanggulangi  Pengemis  Dikota
I Gorontalo

. 2020

Rp. 10.000.000

Peran P2TP2A dalam Peran P2TP2A PNBP
Dalam Pemberian Edukasi Dan Bantuan
Hukum  Terhadap Ansk Korban
' Kekerasan Di Kabupaten Gorontalo

Rp. 9.000.000

2. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

Pendanaan
Judul Pengabdian Kepada
No | Tahun

Masyarakat Sumber* Jml (Juta Rp)

15 2016 Tim Ahli Penyusunan Naskah Pemda
Akademik Gorontalo

Rp.75.000.000

LUtara
2. 2019 Tim Ahli Penyusunan Naskah Pemda

Rp. 75.000.000

Akademik Boalemo

3. 2019 KKS Pengabdian Pemberdayaan PNBP UNG Rp. 25.000.000




| Masyarakat Melalui Program Bank
Sampah Universits Negeri Gorontalo
4 2019 | Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di SMA | PNBP UNG Rp. 5.000.000 |
Negeri | Limboto

Semua data yang sava isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata dijumpai ketidak
sesuaian dengan kenyataan , saya sangup menerima sanksi.

Demikan biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
pengajuan Pengabdian Pada Masyarakat.

Gorontalo, 18 Agustus 2020

Peneliti

zin, NH. . MH
NIP 199010042019032023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 910 /UN47/HK.02/2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENUGASAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIAYA PNBP/BLU
PROGRAM KKN TEMATIK PERIODE II TAHUN 2020

- REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat oleh Dosen Universitas Negeri Gorontalo, maka
untuk kelancaran pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat perlu menetapkan Dosen pelaksana pengabdian
kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor
Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Dosen
Penerima Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat Biaya
PNBP/BLU Program KKN Tematik Periode Il Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5007);



Menetapkan

KESATU

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1952);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri
Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1919);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 47);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri
Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai
Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENUGASAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIAYA PNBP/BLU
PROGRAM KKN TEMATIK PERIODE Il TAHUN 2020.

Menetapkan Dosen Penerima Penugasan Pengabdian
Kepada Masyarakat Biaya PNBP/BLU Program KKN Tematik
Periode II Tahun 2020, yang susunannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;



KEDUA

KETIGA

Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 Nomor:
023.17.2.677521/2020 tanggal 27 Desember 2019;

Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS ORONTALO,

EDUART WOLOK
NIP. 197605232006041002 7 °
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Abstrak

Penangkapan ikan secara ilegal sudah menjadi fenomena yang tak luput dari pengamatan pemerintah. Jangan
heran banyak kasus-kasus penangkapan ikan secara ilegal tanpa izin dengan menggunakan bom yang
menyebabkan rusaknya ekosistem laut. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom ini dianggap lumrah
bagi sebagian besar masyarakat nelayan di Popayato, padahal hal ini termasuk dalam kejahatan illegal fishing.
Sasaran pengabdian ini adalah masyarakat nelayan Desa Dudewulo, Kabupaten Pohuwato. Pengabdian
masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya pencegahan
penangkapan ikan secara illegal melalui program controlling illegal fishing. Metode pelaksanaan kegiatan ini
adalah sosialisasi dan tanya jawab, serta pembuatan struktur organisasi pengurus controlling illegal fishing.
Selain itu pengabdian pada masyarakat ini merupakan suatu rujukan bagi pemerintah daerah setempat untuk
mencegah adanya penangkapan ikan secara illegal.

Kata kunci : sosialisasi, illegal fishing, controlling ilegal fishing

Abstract

lllegal fishing has become a phenomenon that cannot escape the government's observation. It is not
surprising that there are many cases of illegal fishing without a permit using bombs that cause damage to the
marine ecosystem. Catching fish using this bomb in a common environment for most of the fishing community
in Popayato, even though this is included in the crime of illegal fishing. The target of this service is the fishing
community of Dudewulo village, Pohuwato Regency. This Community Service aims to provide understanding
to the community about efforts to prevent illegal fish through programs that control illegal fishing. The
method of implementing this activity is socialization and question and answer. As well as creating a
management organizational structure that controls illegal fishing. In addition, this community service is a
reference for the local government to prevent illegal fishing.

Keywords: socialization, illegal fishing, illegal fishing control
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PENDAHULUAN

Maraknya  penggunaan  bom  untuk
menangkap ikan kian banyak terjadi, hal ini malah
dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat,
sehingga mereka lupa bahkan tidak tahu bahwa
sebenarnya hal itu bertentangan dengan hukum.
Penangkapan ikan dengan menggunakan bom ini
adalah salah satu kejahatan illegal fishing. Illegal
fishing merupakan kegiatan menangkap ikan yang
dilakukan secara ilegal atau bertentangan dengan
aturan yang ada (Mahmudah, 2015).

Penangkapan ikan secara ilegal menurut
Undang-undang Perikanan merupakan salah satu
pencurian ikan, yang berbahaya dan beresiko
merusak  ekosistem laut karena biasanya
menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan jelas
hal ini dilakukan tanpa di dasari adanya Surat Izin
Penangkpan lkan (SIPI1) bahkan mereka hanya
mengguanakan SIPl palsu (Fernandes, 2017).
Penangkapan ikan secara illegal ini umumnya
banyak terjadi di Indonesia karena letaknya berada
di antara dua benua. Praktik illegal fishing inipun
biasanya menggunakan alat tangkap terlarang serta
melakukan penangkapan ikan yang diluar daerah
yang tidak diizinkan (Naim, 2010).

Pengabdian masyarkat ini bertujuan untuk
meningkatkan ~ pemahaman  nelayan  Desa
Dudewulo Kabupaten Pohuwato dalam melakukan
penangkapan ikan yang sesuai dengan standar
aturan yang ada, sebagai upaya pencegahan

penangkapan ikan secara ilegal.

METODE
Metode yang dilakukan dalam kegiatan

pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi yang

ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada
masyarakat tentang illegal fishing, serta bagaimana
melakukan penangkapan ikan sesuai aturan
perikanan yang telah ada. Dalam kegiatan ini kami
juga bekerja sama dengan pemerintah desa
setempat dalam pembentukan struktur organisasi
pengurus controlling illegal fishing di Desa

Dudewulo Kabupaten Pohuwato.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabmas Fakultas llmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo ini menghasilkan
kerja sama yakni Program Controling Ilegal
Fishing yang dalam hal ini berupa Penerbitan
Surat Keputusan tentang struktur organisasi
Pengurus  Controling illegal fishing oleh
Pemerintah Desa Dudewulo Kabupaten Pohuwato.

Sebelum dilaksanakan pengabdian
masyarakat ini, Desa Dudewulo sebelumnya
belum memiliki struktur organisasi pengurus
controlling illegal fishing, sehingga kami mencoba
untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu
tentang apa dan bagaimanakah sebenarnya illegal
fishing tersebut. Pada kegiatan sosialisasi
dilakukan tanya jawab terkait penangkapan ikan
secara illegal, sehingga masyarakat nelayan di
desa Dudewulo paham tentang bagaimana
melakukan penangkapan ikan secara legal dan
sesuai standar aturan yang ada.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada
tanggal 20 september 2020 dibantu oleh
mahasiswa KKN Tematik Universitas Negeri
Gorontalo dan di hadiri oleh narasumber hukum

yang ahli dibidangnya serta menghadirkan
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pemerintah desa setempat dan masyarakat nelayan

Desa Dudewulo.
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Gambar 1. Kegiatan Pengabdian

Penangkapan ikan dengan mengguakan bom
ini sendiri dianggap akan sangat merugikan
masyarakat  itu  sendiri  yang  nantinya
menggantungkan hidup dan pencahariannya dilaut
sebab hal ini jelas akan merusak ekosistem laut
yang ada.

Program controlling illegal fishing ini
merupakan suatu kegiatan pengawasan guna
mengontrol pelaku penangkapan ikan
menggunakan bom sebagai upaya untuk mencegah
illegal fishing di Desa Dudewulo Kabupaten

Popayato.

Gambar 2. Sosialisasi Controling llegal Fishing

Illegal fishing akan terus berlanjut jika tidak
ada kesadaran dalam hal untuk melestarikan dan
menjaga ekosistem laut. Jika hal ini dibiarkan
nantinya generasi berikutnya tidak akan lagi bisa

menikmati kekayaan dari sumber daya laut
Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi yang
besar untuk dikembangkan, akan sangat rugi jika
praktek illegal fishing ini terus dibiarkan terjadi.
Bagaimanapun , menjaga dan melestarikan potensi
laut sangtlah penting oleh sebab itu dibutuhkan

kesadaran dan kerja sama untuk mewujudkannya.

Gambar 3. Penyerahan SK Pengurus Controling
llegal Fishing

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan
pengabdian masyarakat yang telah dilakukan,
maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pengabdian  masyarakat  untuk  sosialisasi
controling illegal fishing sebagai upaya
peningkatan pemberdayaan potensi masyarakat di
Desa Dudewulo dapat dilaksanakan sesuai dengan
apa yang diharapkan. Para mahasiswa KKN
Tematik Universitas Negeri Gorontalo dan
Pemerintah Desa Dudewulo maupun peserta dari
masyarakat nelayan setempat berapartisipasi aktif
dalam kegiatan sosialisasi, mulai dari acara
pembukaan, penyajian materi tentang illegal
fishing, sampai dengan kegiatan terakhir terkait

pembentukan  struktur — organisasi  pengurus
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program controling illegal fishing. Mengingat

maraknya praktik illegal fishing, maka dari itu

masyarakat  diberikan  pemahaman  tentang

bagaimana tata cara penangkapan ikan sesuai

aturan yang ada.
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